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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap
pelayanan pembuatan SIM (Kantor Sat Lantas Kuala Tungkal) serta mengetahui pelayanan
Kantor Sat Lantas Kuala Tungkal dalam pembuatan SIM. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, Teknik Analisis Data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi Data, Sajian Data dan Penarikan
Kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah tentang pelayanan pembuatan SIM ada berbagai
macam pendapat, dari segi pelayanan yang diberikan oleh pihak Sat Lantas Kuala Tungkal
sebagian masyarakat merasakan kepuasan tersendiri dari pelayanan yang diberikan. Namun
ada sebagian masyarakat yang merasakan pelayanan yang diberikan jauh harapan salah satunya
dari segi administrasi karena biaya pembuatan SIM yang tidak sesuai dengan prosedur, banyak
masyarakat yang membuat SIM tanpa tes terlebih dahulu sehingga memakan biaya yang besar
dan juga waktu pembuatan SIM yang memakan waktu sangat lama melebihi prosedur waktu
yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Persepsi, Pelayanan Pembuatan SIM, Sat Lantas

Abstract: The purpose of this study was to determine public perceptions of the driving license
(SIM) issuance service (Kantor Sat Lantas Kuala Tungkal) and to understand the services
provided by the Kuala Tungkal Sat Lantas Office in issuing driving licenses. The method used
in this study was a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used in this
study were interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used in this
study were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this
study indicate that there are various opinions regarding the driving license (SIM) issuance
service. In terms of the service provided by the Kuala Tungkal Sat Lantas, some people feel
satisfied with the service provided. However, there are some people who feel the service
provided is far from expectations. One of the reasons is the administrative aspect because the
SIM issuance fee does not comply with procedures. Many people apply for a driving license
without first taking a test, which incurs high costs and also the time taken to issue a driving
license that exceeds the established procedure.
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PENDAHULUAN

Polri sebagai organisasi yang mempunyai banyak fungsi dan berperan dalam memelihara
keamanan dan memberantas kejahatan, maka diperlukan organisasi kepolisian yang
mempunyai budaya yang kuat. Budaya yang kuat dapat dilihat dari solidaritas, kesetiaan pada
tugas, disiplin dan berani menghadapi resiko pekerjaan. Polisi mempunyai tugas yang sangat
kompleks, sebagai penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban serta sebagai pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai
adalah polisi lalu lintas. Polisi Lalu Lintas merupakan fungsi kepolisian dalam rangka menjaga
ketertiban, pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas,
administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan
patroli jalan raya. Melihat begitu kompleksnya tugas Polantas tersebut maka perlu kerja yang
ekstra agar tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh aparat kepolisian khususnya polisi
lalu lintas. Ketaatan terhadap peraturan dan prosedur menjadi kriteria kinerja yang dominan.
Implikasi kondisi tersebut menjadikan keberanian untuk mengambil inisiatif dan
mengembangkan kreativitas dalam merespons perubahan yang terjadi dalam masyarakat
menjadi sangat rendah. Rutinitas menjadi suatu hal yang dianggap wajar dan benar dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. Selaku pengayom, peranan Kepolisian Negara Republik
Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian
sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap
masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seiring dengan perkembangan
kemajuan masyarakat yang cukup pesat, merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi
manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah
melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula
tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian
yang makin meningkat kepada masyarakat yang dilayaninya.

Penilaian masyarakat sangat penting dalam sebuah organisasi kemasyarakatan yang
bergelut di bidang pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan kualitas layanan dan
memuaskan pelanggan merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan bagi setiap organisasi
masyarakat. Oleh karena hal tersebut, setiap organisasi masyarakat dituntut agar mampu

menciptakan pelayanan yang terbaik agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi.
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SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang
yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan
lalu lintas, dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor ataupun mobil. Tidak semua orang
dapat membawa atau mengemudikan kendaraan bermotor/mobil karena negara telah
menentukan peraturan tertentu untuk syarat para pengemudi tersebut.

Memiliki SIM adalah satu syarat yang penting untuk mengemudi. Setidaknya, pemilik
SIM tersebut telah mengetahui bagaimana caranya mengendarai kendaraan bermotor/mobil
dan mengerti rambu-rambu lalu lintas. Untuk memperoleh SIM tidak terlalu sulit. Bahkan,
pemerintah atau kepolisian khususnya telah memberikan keringanan-keringanan untuk
memperoleh SIM dengan cara ujian massal untuk pelajar dan mahasiswa guna memperlancar
pengurusan dan untuk ketertiban.

Di tengah-tengah pandangan yang kurang sepenuhnya simpatik kepada pihak kepolisian,
pelayanan profesional Kepolisian Lalu Lintas kepada masyarakat ini mengalami kendala.
Kendala itu seperti yang terjadi di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, dari beberapa
masyarakat bahwa pelayanan, misalnya SIM, sudah jarang yang melalui prosedur yang ada.
Banyak masyarakat ingin mendapatkan SIM dengan cara yang mudah. Banyak cara ditempuh
untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, di antaranya “bayar di belakang” atau dalam
penilangan dengan istilah “damai di tempat”, dan masih banyak lagi istilah-istilah lain yang
mewarnai kinerja polisi.

Selain itu, ada sebagian dari masyarakat yang bingung berpersepsi bahwa pelayanan
penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mengeluhkan prosedurnya. Ada juga sebagian
masyarakat yang mengatakan harus sesuai prosedur, tetapi sebagian lagi masyarakat

mengatakan mudah saja melakukan penerbitan Surat [zin Mengemudi (SIM)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan SIM Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung
Jabung Barat yang berlokasi di JI. Jendral Sudirman, Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Penulis
memilih kantor Satuan Lalu Lintas Kuala Tungkal sebagai lokasi penelitian karena ingin
mengetahui dan mempelajari bagaimana pelayanan SIM dibuat dan dikelola, serta tingkat
kepuasan masyarakat yang diharapkan. Masyarakat yang mengikuti tes untuk pembuatan SIM

C di Satuan Lalu Lintas Kuala Tungkal juga termasuk dalam subjek penelitian.
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Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih tiga bulan, terhitung pada bulan
September 2023 sampai November 2023. Peneliti mengajukan topik penelitian pada April
2023, kemudian disetujui oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II. Selanjutnya, pada
bulan April 2023 peneliti melakukan beberapa kali bimbingan sampai pada akhirnya dapat
melaksanakan seminar proposal pada bulan Juni 2023. Selanjutnya, peneliti melakukan revisi
seminar proposal pada bulan Juni 2023 dan melanjutkan penelitian pada bulan September
sampai November sekaligus pengolahan data. Kemudian, peneliti melaksanakan bimbingan
skripsi pada bulan Januari.

Metodologi penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam
penelitian kualitatif. Ada banyak kegunaan untuk pendekatan kualitatif ini. Pertama, ketika
berhadapan dengan banyak realitas, mengadaptasi metode kualitatif lebih sederhana. Kedua,
sifat hubungan antara peneliti dan responden ditunjukkan dengan jelas oleh pendekatan ini.
Ketiga, metode ini lebih mampu beradaptasi dengan ragam pola nilai yang dihadapi dan
banyaknya penajaman pengaruh bersama (Sugiyono, 2013: 8).

a. Data Primer

Informasi esensial adalah informasi yang diperoleh dari persepsi, tulisan, wawancara

dengan perkumpulan tertentu yang berhubungan dengan pemeriksaan ini. Informasi

penting juga diuraikan sebagai informasi ujian dasar. Menurut Ruslan (2010:30), data
primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti kepada sumbernya berupa
manusia dan benda. Pegawai Satlantas Kuala Tungkal dan masyarakat Kuala Tungkal
menjadi narasumber.

b. Data Sekunder

Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang telah disusun dan tersedia untuk

digunakan dalam berbagai publikasi dan bisnis. Dokumen-dokumen terkait pelayanan

pembuatan SIM di kantor Satuan Lalu Lintas Kuala Tungkal menjadi sumber data yang
diperoleh. Sumber informasi adalah sumber dari mana penulis mendapatkan apa yang
bisa mendukung penelitiannya. Menurut Ari Kunto dalam Solihah (2016:25), sumber

data yang dimasukkan dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.

Berikut sumber data dalam penelitian ini:

a. Informan Utama
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Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer atau informan utama adalah

Pegawai Satlantas Kuala Tungkal.

b. Informan Kunci
Informan kunci adalah orang yang menjawab seluruh pertanyaan untuk mengetahui
seluruh informasi penelitian yang diteliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian

ini adalah masyarakat pemohon SIM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di
lapangan, tempat peneliti melakukan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti
berpedoman pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama
penelitian di Sat Lantas Kuala Tungkal, dengan memaparkan data dalam bentuk deskriptif
yaitu dalam bentuk uraian kalimat.

Peneliti melakukan observasi saat melaksanakan penelitian, peneliti melakukan
observasi di Kantor Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Kuala Tungkal. Peneliti mengawali
observasi ini dengan membuat surat izin penelitian dari Fakultas Keguruan Universitas Jambi
yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tanjung Jabung
Barat, Kuala Tungkal. Pada saat peneliti melakukan penelitian, peneliti melakukan
pengamatan terlebih dahulu mengenai pelayanan SIM kepada pemohon SIM/masyarakat.
Pengamatan observasi saat penelitian berdasarkan indikator pelayanan SIM, yaitu: Pelayanan
sumber daya, mengidentifikasi kemampuan petugas dalam berinteraksi dan memberikan
informasi tentang pembuatan SIM. Tarif pelayanan, mengidentifikasi apakah tarif pelayanan
dalam pembuatan SIM terjangkau oleh masyarakat. Sarana penunjang, mengidentifikasi
adanya pengeras suara di ruang tunggu, ruang ujian teori dengan jarak tempat duduk yang ideal
serta layar pertanyaan. Batas waktu pelayanan, mengidentifikasi batas waktu yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Tata cara pelayanan, mengidentifikasi petugas pelayanan yang
menunjukkan tahap-tahap tata cara pelayanan dengan aturan yang berlaku dalam pembuatan
SIM. Indikator pertama yakni pelayanan sumber daya. Indikator ini menunjukkan kemampuan
petugas dalam berinteraksi kepada masyarakat atau pemohon SIM serta memberikan informasi
tentang pembuatan SIM. Peneliti melihat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh

staf yang bertugas sudah sesuai dengan standar SOP yang telah ditetapkan, akan tetapi peneliti
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juga menemukan keluhan masyarakat karena harus mengalami antrean yang sangat panjang
dalam pembuatan SIM.

Selanjutnya pada indikator tarif pelayanan, indikator ini mengungkapkan bahwa tarif
pelayanan dalam pembuatan SIM seharusnya terjangkau oleh masyarakat. Peneliti menemukan
beberapa kasus yang ada di lapangan, seperti ketidaksesuaian antara tarif pelayanan yang
ditetapkan oleh pihak Sat Lantas dengan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal
tersebut disebabkan karena masyarakat kesulitan dalam melaksanakan tes-tes yang telah
diberikan, sehingga masyarakat lebih memilih membuat SIM dengan cara "menembak"
(membuat SIM tanpa tes) dengan biaya yang cukup mahal dan tidak terjangkau untuk
masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah. Hal ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Indikator sarana penunjang, indikator ini menunjukkan bahwa adanya pengeras suara di
ruang tunggu, ruang teori ujian dengan jarak tempat duduk yang ideal serta layar pertanyaan.
Pada indikator ini, peneliti melihat fasilitas yang ada di kantor Sat Lantas sudah sesuai. Semua
sarana yang diberikan beroperasi dengan baik sehingga pemohon SIM/masyarakat merasa
nyaman ketika mendapatkan pelayanan di kantor ini, meskipun terkadang terjadi hal yang tidak
diinginkan seperti mesin pencetak SIM mengalami macet.

Indikator selanjutnya yaitu batas waktu pelayanan. Indikator ini menunjukkan bahwa
batas waktu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti mengamati bahwa masih
ditemukan beberapa kendala, yaitu waktu dalam proses pembuatan SIM tidak sesuai dengan
jam yang telah ditetapkan. Masyarakat mengeluh karena telah menunggu lama tetapi SIM tidak
siap dan harus kembali lagi keesokan harinya. Hal tersebut menyebabkan tersitanya waktu
masyarakat.

Terakhir pada indikator tata cara, indikator ini menunjukkan bahwa petugas pelayanan
menunjukkan tahap-tahap tata cara pelayanan dengan aturan yang berlaku dalam pembuatan
SIM. Peneliti melihat bahwa petugas telah memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat seperti menjelaskan tata cara pembuatan SIM dan persyaratan yang dibutuhkan dan
harus dipenuhi dalam pembuatan SIM.

Berdasarkan subjek penelitian yang terdapat pada Bab III, peneliti melakukan wawancara
kepada masyarakat dan polisi lalu lintas. Wawancara dilakukan saat informan sedang dalam
waktu luang tanpa kesibukan lainnya. Peneliti juga meminta pertanyaan dijawab sesuai dengan
fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan berpedoman pada

pedoman wawancara yang telah divalidasi oleh Dosen Program Studi [lmu Hukum.
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Adapun hasil temuan dari hasil wawancara terhadap masyarakat sebanyak empat orang,
dan dua polisi yang bekerja di bidang Lalu Lintas (Lantas), mengenai pelayanan masyarakat
berdasarkan lembar pertanyaan wawancara. Topik wawancara mencakup: pemahaman tentang
kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan di unit Sat Lantas, kesopanan dan
keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, biaya untuk mendapatkan pelayanan,
kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan, ketepatan

pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan, serta kenyamanan di lingkungan unit.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tentang “Persepsi Masyarakat dalam Pelayanan saat Pembuatan
SIM”, dalam melayani masyarakat, Sat Lantas memberikan pelayanan sepenuhnya kepada
masyarakat yang datang ke Sat Lantas untuk membuat SIM (Surat Izin Mengemudi).
a. Persepsi masyarakat tentang pelayanan Satlantas
Masyarakat merasakan kepuasan tersendiri dari pelayanan Sat Lantas. Namun, ada
juga yang merasa kurang puas karena waktu pembuatan SIM yang sangat lama dan
antrean yang begitu panjang sehingga memakan waktu berjam-jam. Selain itu, fasilitas
yang tersedia dinilai kurang memadai untuk menampung masyarakat yang sangat ramai
datang untuk membuat SIM.
b. Biaya pembuatan SIM yang tidak sesuai prosedur
Proses pembuatan SIM yang cepat tanpa harus mengikuti tes terlebih dahulu lebih
banyak diminati oleh masyarakat Kuala Tungkal karena dianggap praktis. Namun, cara
ini memerlukan biaya yang sangat tinggi sehingga menjadi beban bagi masyarakat yang
kurang mampu.
c. Hal yang perlu dievaluasi Sat Lantas dalam memberikan pelayanan
Banyak masyarakat yang kurang memahami proses pembuatan SIM bagi
pengendara. Oleh karena itu, penting bagi pihak Sat Lantas untuk melakukan sosialisasi

kepada warga, khususnya yang berada di daerah perkampungan.
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